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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebagai salah satu komoditas terbesar yang dimiliki Indonesia, minyak sawit 

memiliki jumlah areal perkebunan seluas 14.59 juta hektar dengan produksi 44.9 

juta ton pada tahun 2020.
1
 Dibandingkan dari tahun sebelumnya, terjadi 

peningkatan luas sebesar 0,90% atau sekitar 13 juta hektar areal perkebunan sawit 

yang berkembang.
2
 Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan global 

terkait Crude Palm Oil (CPO) Indonesia untuk kegunaan sebagai biofuel dan 

bahan dasar industri di berbagai negara.
3
 

Berdasarkan data dari World Trade Organization (WTO), Indonesia adalah 

penghasil minyak sawit terbesar di dunia dengan jumlah ekspor sekitar US$ 14.7 

Miliar pada tahun 2019.
4
 Ekspor Crude Palm Oil atau minyak sawit mentah 

Indonesia dikirimkan paling tidak ke 5 benua yaitu Asia, Australia, Afrika, Eropa, 

dan Amerika. Pada tahun 2020, ada 5 negara yang pengimpor Crude Palm Oil 

Indonesia dalam jumlah besar yaitu India, Spanyol, Malaysia, Italia, dan Kenya 

dengan jumlah ekspor mencapai 86,68%.
5
 

                                                 
1
Badan Pusat Statistik, Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2020, 2021. Diakses pada 29 September 

2022, dari  https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/5a3d0448122bc6753 c953533/statistik-

kelapa-sawit-indonesia-2020.html, Hlm. 10. 
2
 Ibid., Hlm. 11. 

3
Amnesty International, Skandal Besar Minyak Kelapa Sawit Pelanggaran Ketenagakerjaan di 

Belakang Nama-Nama Merek Besar, 2016. Diakses pada 8 September 2022, dari 

https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2151842016INDONESIAN.PDF. 
4
 World Trade Organization (WTO), Dispute settlement - DS593: European Union certain 

measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels, 2 Februari 2022. Diakses pada 30 

September 2022, dari https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds593_e.htm. 
5
 Op.Cit., Badan Pusat Statistik, Hlm. 15. 

https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/5a3d0448122bc6753%20c953533/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2020.html
https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/5a3d0448122bc6753%20c953533/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2020.html
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2151842016INDONESIAN.PDF
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds593_e.htm
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Uni Eropa merupakan salah satu negara yang menduduki posisi mengimpor 

minyak sawit Indonesia paling banyak dengan jumlah 51% dari seluruh jumlah 

minyak yang telah didistribusikan oleh Indonesia.
6
 Sebagian besar minyak sawit 

yang di ekspor ke Uni Eropa digunakan demi keperluan bahan bakar biodiesel, 

dengan perhitungan 46% digunakan untuk bahan makanan serta industri, dan 9% 

digunakan untuk elektrisitas ataupun energi penghangat sejak 2015.
7
 

Tingginya jumlah penggunaan biofuel di daerah bagian Uni Eropa 

berdasarkan persentase diatas, maka timbullah ketergantungan akan ekspor CPO 

Indonesia ke Uni Eropa sebagai bentuk penggunaan energi alternatif  dalam 

berbagai bidang.
8
 Maka dari itu, pemerintahan Uni Eropa pun akhirnya 

mengeluarkan kebijakan Renewable Energy Directive (RED) 2009/28/EC
9
 yang 

mulai berlaku sejak 23 April 2009 silam guna menjadi aturan baku terkait dengan 

penggunaan energi alternatif berbahan dasar minyak sawit ini.
10

  Kebijakan ini 

bertujuan untuk mengurangi emisi gas karbon, meningkatkan keseimbangan 

                                                 
6
Copenhagen Economics, AEU imports of palm oil from Indonesia, Malaysia and Thailand, 23 

April 2022 Diakses pada 8 September 2022, dari 

https://copenhageneconomics.com/publication/eu-imports-of-palm-oil-from-indonesia-malaysia-

and-thailand/#:~:text=We%20find%20that%20Indonesia%2C%20Malaysia,year%20based%20on 

%202017%20data. 
7
Indonesian Eximbank Institute, Analisa Rantai Pasok (Supply Chain) Komoditas Unggulan 

Ekspor Indonesia: Minyak Sawit, Jakarta, 2018. University Network for Indonesia Export 

Development (UNIED), Diakses pada 8 September 2022, dari   http://indonesiaeximbank. 

go.id/research/downloads/13. 
8
Sheil, Douglas, The Impacts and Opportunities of Oil Palm in Southeast Asia  (Jakarta: Center for 

International Forestry Research, 2009, Hlm. 20. 
9
Renewable Energy Directive (RED) 2009/28/EC adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni 

Eropa yang berfokus pada penggunaan energi yang dapat diperbaharui dan merupakan turunan 

dari Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC yang dikeluarkan pada tanggal 23 April 2009. 

Kebijakan ini menetapkan kerangka kerja umum untuk promosi energi dari sumber terbarukan, 

menetapkan target nasional untuk keseluruhan bagian energi dari sumber terbarukan dalam 

konsumsi energi final bruto dan transportasi. Selain itu, kebijakan ini juga turut menetapkan aturan 

yang berkaitan dengan transfer statistik antara Negara Anggota, proyek bersama antara Negara 

Anggota dan dengan negara ketiga, jaminan asal, prosedur administrasi, informasi dan pelatihan, 

dan akses ke jaringan listrik untuk energi dari sumber terbarukan, hingga menetapkan kriteria 

keberlanjutan untuk biofuel dan bioliquid. 
10

Lendle, Andreas, dan Malorie Schaus, Sustainability Criteria in the EU Renewable Energy 

Directive: ICTSD Information Note No. 2, September 2010 (Geneva: International Center for 

Trade and Sustainable Development), Hlm. 1-3. 

https://copenhageneconomics.com/publication/eu-imports-of-palm-oil-from-indonesia-malaysia-and-thailand/#:~:text=We%20find%20that%20Indonesia%2C%20Malaysia,year%20based%20on%20%202017%20data
https://copenhageneconomics.com/publication/eu-imports-of-palm-oil-from-indonesia-malaysia-and-thailand/#:~:text=We%20find%20that%20Indonesia%2C%20Malaysia,year%20based%20on%20%202017%20data
https://copenhageneconomics.com/publication/eu-imports-of-palm-oil-from-indonesia-malaysia-and-thailand/#:~:text=We%20find%20that%20Indonesia%2C%20Malaysia,year%20based%20on%20%202017%20data
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energi, dan pemicu untuk melakukan peralihan sumber daya fosil ke sumber daya 

yang dapat diperbaharui.
11

  

Selain itu, dengan jumlah permintaan CPO yang sangat besar ini, tentunya 

menimbulkan permasalahan atau isu yang menyatakan jika penggunaan CPO 

menyebabkan perubahan iklim, deforestasi, pemanasan global, dan tidak ramah 

lingkungan.
12

 sehingga, Uni Eropa sebagai salah satu negara yang mendukung 

keseimbangan global merespon isu ini dengan pembentukan aturan lanjutan dari 

RED yang bernama Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of 

the Council of 11 December 2018 on The Promotion of The Use of Energy from 

Renewable Sources – Recast to 2030
13

 pada tanggal 11 Desember 2018. 

Setelahnya, disusul dengan penerbitan aturan teknisnya atau Commission 

Delegated Regulation (EU) 2019/807 of 31 March 2019 Supplementing Directive 

(EU) 2018/2001 of the European Parliament and of The Council as Regards The 

Determination of High Indirect Land-Use Change-Risk Feedstock for Which A 

Significant Expansion of The Production Area Into Land With High Carbon Stock 

                                                 
11

 Natashya, J. (2019).  Hambatan Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke Uni Eropa pasca 

Kebijakan Renewable Energy Directive (RED). Jurnal Sentris, 2(2), 127-155. 
12

 Suprayogo, Kampanye Negatif Kelapa Sawit Indonesia. Kementerian Perdagangan Republik 

Indonesia. DJPEN/MJL/002/06/2011, Eds. Juni 2011. Jakarta. Warta Ekspor Kementerian 

Perdagangan Republik Indonesia. Diakses pada 6 September 2022, dari   

http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/2481336970842.pdf. 
13

Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 

on The Promotion of The Use of Energy from Renewable Sources – Recast to 2030 merupakan 

pembaharuan Renewable Energy Directive (RED) 2009/28/EC yang dikeluarkan pada tanggal 11 

Desember 2018. Kebijakan ini juga lebih familiar dikenal dengan sebutan Renewable Energy 

Directive (RED) II. Regulasi ini menargetkan jika secara keseluruhan untuk penggunaan sumber 

daya yang dapat diperbaharui di Uni Eropa pada tahun 2030 sudah ditingkatkan ke angka 32%. 

Selain itu, setiap negara bagian anggota Uni Eropa harus mewajibkan minimal 14% pemasokan 

energi yang digunakan untuk kegiatan transportasi dan kereta api mulai tahun 2030. Hal ini sesuai 

dengan Paris Agreement yang berfokus pada Indirect Land Use Change (ILUC) yang harus 

dilimitasi karena menyebabkan perubahan iklim, deforestasi, pemanasan global, dan tidak ramah 

lingkungan. 

http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/2481336970842.pdf
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is Observed and The Certification of Low Indirect Land-Use Change-Risk 

Biofuels, Bioliquids and Biomass Fuels
14

 yang dikeluarkan pada 31 Maret 2019.
15

 

Renewable Energy Directive (RED) II adalah kebijakan yang dikeluarkan 

oleh Uni Eropa sebagai salah satu dukungan terhadap permasalahan terkait 

pemanasan global dan perubahan iklim yang terjadi di setiap bagian negara di 

dunia sesuai dengan Paris Agreement on Climate Change following the 21
st
 

Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on 

Climate Change yang berfokus pada Indirect Land Use Change (ILUC).
16

  

Indirect Land Use Change (ILUC) adalah suatu kondisi  yang terjadi apabila 

ditemukan perubahan kegunaan lahan yang dulunya digunakan untuk keperluan 

produksi tradisional seperti bahan makanan manusia dan ternak berubah menjadi 

lahan untuk menanam tanaman yang dapat menghasilkan bahan bakar biofuels, 

bioliquids dan biomass. Sehingga hal ini menimbulkan peningkatan jumlah 

karbon di daerah lahan basah serta lahan gambut yang mempengaruhi emisi gas 

rumah kaca.
17

  

                                                 
14

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/807 of 31 March 2019 adalah aturan teknis yang 

bersifat sebagai  tindakan non-legislatif oleh Komisi Uni Eropa yang berfungsi untuk mengubah 

atau melengkapi elemen non-esensial dari dari penerapan kebijakan Renewable Energy Directive 

(RED) II. Aturan ini lebih dikenal dengan sebutan Delegated Act of Renewable Energy Directive 

(RED) II. 
15

 Nasura, A. D. R. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Renewable Energy Directive (RED) II dan 

Delegated Regulation Oleh Uni Eropa Berdasarkan General Agreement On Tariffs And Trade 

1994= Juridical Analysis Of Renewable Energy Directive (RED) II And Delegated Regulation By 

The European Union Based On The General Agreement On Tariffs And Trade 1994 (Doctoral 

dissertation, Universitas Hasanuddin). 
16

 Sinaga, V. S., & Foekh, R. M. E. (2021). Kebijakan Uni Eropa RED II dan Delegated Act 

Terhadap Perdagangan Produk Kelapa Sawit Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum, 6(1), 103-

115. 
17

 Recital of Renewable Energy Directive (RED) II No. 81: 

"Directive 2009/28/EC memperkenalkan seperangkat kriteria keberlanjutan, termasuk kriteria 

yang melindungi lahan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi dan lahan dengan stok karbon 

tinggi, tetapi tidak mencakup masalah perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung. 

Perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung terjadi ketika budidaya tanaman untuk biofuel, 

bioliquid dan bahan bakar biomassa menggantikan produksi tanaman tradisional untuk keperluan 

pangan dan pakan. Permintaan tambahan tersebut meningkatkan tekanan pada lahan dan dapat 

menyebabkan perluasan lahan pertanian ke daerah-daerah dengan stok karbon tinggi, seperti hutan, 
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Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) RED II yang mengatur tentang specific rules 

for biofuels, bioliquids and biomass fuels produced from food and feed crops, 

pasal tersebut menjelaskan tentang bagaimana cara membuat suatu batasan dalam 

memakai biofuel yang menyebabkan ILUC sebagai dampak peralihan fungsi 

lahan guna penanaman komoditi biofuels, bioliquid atau biomass menjadi lahan 

dengan stok karbon diatas rata-rata dibandingkan produksi perkebunan lainnya. 

Selain itu pula ditegaskan bahwa negara yang menjadi anggota dilarang untuk 

menghabiskan biofuel yang menyebabkan stok karbon  meninggi lebih dari 

penggunaan tahun 2019 atau setidaknya 32% hingga 0% pada tahun 2030, kecuali 

biofuel yang berbahan bakar dari dasar sawit tersebut telah dinyatakan dan 

diberikan sertifikat resmi sebagai biofuel yang tidak beresiko menimbulkan 

peningkatan karbon.
18

  

Sejak diberlakukannya kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II ini, 

setiap negara anggota merubahkan regulasi ini ke dalam peraturan perundangan-

undangan nasionalnya yang mengecualikan penggunaan serta peniadaan 

pengurangan pajak bahan bakar minyak sawit atau biofuel yang berbahan dasar 

                                                                                                                                      
lahan basah dan lahan gambut, menyebabkan emisi gas rumah kaca tambahan. Petunjuk (UE) 

2015/1513 dari Eropa Parlemen dan Dewan (1) mengakui bahwa besarnya perubahan penggunaan 

lahan tidak langsung terkait emisi gas rumah kaca mampu meniadakan sebagian atau semua 

penghematan emisi gas rumah kaca dari biofuel, cairan hayati atau bahan bakar biomassa individu. 

Meskipun ada risiko yang timbul dari perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung, 

penelitian telah menunjukkan bahwa skala efeknya tergantung pada berbagai faktor, termasuk 

jenis bahan baku yang digunakan untuk produksi bahan bakar, tingkat permintaan tambahan untuk 

bahan baku yang dipicu oleh penggunaan biofuel, cairan hayati dan bahan bakar biomassa, dan 

sejauh mana lahan dengan stok karbon tinggi dilindungi di seluruh dunia.” 
18

 Pasal 26 ayat 2 Renewable Energy Directive (RED) II : 

"untuk perhitungan konsumsi akhir bruto energi suatu Negara Anggota dari sumber-sumber 

terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan bagian minimum sebagaimana dimaksud 

dalam sub-paragraf pertama Pasal 25 (1), bagian biofuel risiko perubahan penggunaan lahan tidak 

langsung yang tinggi, cairan hayati atau bahan bakar biomassa yang dihasilkan dari tanaman 

pangan dan pakan yang diamati perluasan area produksi yang signifikan ke lahan dengan stok 

karbon tinggi tidak boleh melebihi tingkat konsumsi bahan bakar tersebut di Negara Anggota 

tersebut pada tahun 2019, kecuali bahan bakar tersebut disertifikasi sebagai biofuel, cairan hayati, 

atau bahan bakar biomassa dengan risiko perubahan penggunaan lahan tidak langsung yang rendah 

sesuai dengan paragraf ini. Dari 31 Desember 2023 hingga paling lambat 31 Desember 2030, batas 

itu akan turun secara bertahap menjadi 0%." 
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crude palm oil untuk memenuhi target energi terbarukan yang sudah tertuang di 

dalam aturan tersebut.
19

 

Kondisi ini pada akhirnya akan menyebabkan biofuel yang berbahan dasar 

CPO secara perlahan menghilang dari Uni Eropa. Terlebih lagi, di dalam 

Delegated Act Pasal 3 tentang Criteria for determining the high indirect land-use 

change-risk feedstock for which a significant expansion of the production area 

into land with high carbon stock is observed huruf (b) menyatakan jika ekspansi 

yang dilakukan oleh produksi ILUC dari minyak sawit telah melebihi ambang 

batas 10%. Hal ini didasarkan atas laporan data dan formula yang didapatkan 

bahwa sawit memiliki jumlah ekspansi diatas 70%, sedangkan kedelai 8%, jagung 

2.4%, dan tebu 2.3%.
20

  

Langkah-langkah yang telah diambil oleh Uni Eropa untuk menghambat dan 

membatasi secara perlahan penggunaan bahan bakar berbasis CPO demi 

memenuhi target yang tertera pada RED II, secara tidak langsung melakukan 

penolakan, diskriminasi, serta pembatasan perdagangan internasional atau ekspor 

dari Crude Palm Oil (CPO) sebagai biofuel yang dianggap mampu menyebabkan 

pengurangan lahan gambut secara masif atau High Indirect Land Use Change 

Risk.
21

 Tentunya, Indonesia pun merespon permasalahan ini dan menempatkan 

posisi sebagai salah satu pemasok Crude Palm Oil (CPO) mengalami dampak 

yang nyata terkait penerapan regulasi tersebut dalam melakukan ekspor minyak 

sawit ke Uni Eropa. Indonesia mempermasalahkan aturan Renewable Energy 

Directive (RED) II dan Delegated Act yang dinilai membentuk suatu penghambat 

                                                 
19

 Op.Cit., World Trade Organization (WTO), Hlm. 3. 
20

 Philippe Dusser. Review The European Energy Policy for 2020-2030 RED II : What Future for 

Vegetable Oil as A Source of Bioenergy?. Oilseeds and Fats, Crops and Lipids Journal, Volume 

26, No 51, December 2019, Hlm. 4. 
21

 Sinaga, V. S., & Foekh, R. M. E., Loc.Cit. 
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yang tidak penting terhadap perdagangan biofuel berbasis CPO secara 

internasional dan tampaknya tidak konsisten serta mengesampingkan aturan yang 

ada pada Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT) dan General 

Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994.
22

 

Beberapa penelitian mengenai permasalahan Crude Palm Oil (CPO) ini sudah 

pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya penelitian yang pertama dilakukan 

oleh Aninditya Puji Rahayu dengan judul “Strategi Pemerintah Indonesia Dalam 

Merespon Hambatan Perdagangan Minyak Kelapa Sawit (CPO) Oleh Uni 

Eropa”
23

, dimana penelitiannya berfokus pada konsep hambatan perdagangan, 

pembangunan berkelanjutan, serta diplomasi untuk mendeskripsikan interaksi 

antara kebijakan-kebijakan Uni Eropa dan respon pemerintahan Indonesia sebagai 

produsen dari minyak sawit dalam menanggulangi kebijakan Uni Eropa tersebut. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yasmin Anis Matta yang berjudul 

“Analyzing Indonesian Government’s Resistance Toward the European Union’s 

Renewable Energy Directive II”
24

, dimana penelitiannya berfokus pada 

keterlibatan kelompok kepentingan domestik minyak sawit seperti Gabungan 

Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit 

Indonesia (APKASINDO), dan Sinar Mas Group, dalam mendukung 

pemerintahan Indonesia dalam melakukan peningkatan standarisasi dan sertifikasi 

yang berkelanjutan dalam menghadapi kebijakan Renewable Energy Directive II. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Annisa Dwi Ramadhania Nasura yang 

                                                 
22

 World Trade Organization (WTO), Dispute settlement - DS593, Op.Cit, Hlm. 6. 
23

 Rahayu, A. P. (2021). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Merespon Hambatan Perdagangan 

Minyak Kelapa Sawit (CPO) Oleh Uni Eropa (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah 

Malang). 
24

 Yasmin A. M. (2021). Analyzing Indonesian Government’s Resistance Toward the European 

Union’s Renewable Energy Directive II. (Skripsi, Universitas Gadjah Mada). 
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berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Renewable Energy Directive II dan 

Delegated Regulation Oleh Uni Eropa Berdasarkan General Agreement on Tariffs 

and Trade 1994”
25

, dimana penelitiannya berfokus untuk menganalisis pengaturan 

mengenai Crude Palm Oil (CPO) dalam rezim hukum perdagangan internasional, 

penerbitan kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated 

Regulation oleh Uni Eropa berdasarkan General Agreement on Tariffs and Trade 

(GATT) 1994 serta mengetahui upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan 

produsen kelapa sawit guna meningkatkan kualitas produk sawit Indonesia agar 

tidak dikategorikan berisiko tinggi dan tidak berkelanjutan. 

Berbeda dari penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian ini akan 

mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan-permasalahan apa saja yang 

menyebabkan terjadinya penolakan ekspor CPO Indonesia berdasarkan perspektif 

Uni Eropa melalui RED II serta solusi apa saja yang dapat dilakukan dalam 

menanggulangi masalah tersebut berdasarkan hukum internasional. Maka dari itu, 

peneliti akan meneliti isu tersebut yang dituangkan dalam sebuah penelitian 

dengan judul “PENOLAKAN EKSPOR CRUDE PALM OIL INDONESIA KE 

UNI EROPA BERDASARKAN RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE (RED) 

II.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka timbullah suatu 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

                                                 
25

 Nasura, A. D. R., Loc,Cit. 
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1. Bagaimana aspek perdagangan internasional yang berkaitan dengan 

kegiatan ekspor dan impor  Crude Palm Oil Indonesia ke Uni Eropa? 

2. Apa saja alasan penolakan ekspor Crude Palm Oil Indonesia ke Uni 

Eropa? 

3. Bagaimana upaya penyelesaian terkait penolakan ekspor Crude Palm Oil 

dari sudut pandang Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari dilakukannya penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan memahami aspek perdagangan internasional yang 

berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor  Crude Palm Oil Indonesia ke 

Uni Eropa; 

2. Mengetahui dan memahami alasan penolakan ekspor Crude Palm Oil 

Indonesia ke Uni Eropa; dan 

3. Mengetahui dan memahami upaya penyelesaian terkait penolakan ekspor 

Crude Palm Oil dari sudut pandang Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat secara 

nyata dan luas bagi setiap pembacanya yang mampu dibagi menjadi 2 (dua) 

kategori kegunaan, antara lain: 
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1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan 

memberikan pemahaman lebih terkait dengan penolakan ekspor CPO 

Indonesia ke Uni Eropa Berdasarkan RED II. Selain itu juga, penelitian ini 

diharapkan mampu dijadikan sebagai sumber hukum sekunder maupun tersier 

bagi para peneliti, akademisi, maupun kalangan lainnya yang memiliki 

ketertarikan dengan permasalahan yang dikaji secara konseptual dalam 

penelitian ini. 

 

2. Secara Praktis 

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

masukan lebih serta bagaimana solusi yang mampu diberikan terkait 

penanggulangan permasalahan penolakan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa 

yang didasarkan pada kebijakan RED II.  

Peninjauan baik dari segi perbaikan regulasi ataupun kegiatan peningkatan 

mutu komoditi yang harus dilakukan oleh kedua belah negara dengan tetap 

memperhatikan hukum internasional yang mengatur tentang perdagangan 

secara universal. Selain itu juga penelitian ini diharapkan mampu dijadikan 

referensi lanjutan yang digunakan dan diterapkan dalam mengkaji isu serupa 

dikemudian hari. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

Sebagaimana yang tertera sesuai dengan judul penelitian ini, penelitian 

ini merupakan salah satu penelitian yang bergerak dalam kajian hukum 
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internasional yang berfokus pada permasalahan terkait penolakan ekspor CPO 

Indonesia ke Uni Eropa berdasarkan RED II apabila dianalisis menurut hukum 

internasional serta bagaimana solusi atau penyelesaian yang akan diberikan 

terkait dengan isu penolakan tersebut.  

 

F. Kerangka Teori  

a. Teori Kepentingan Nasional 

Menurut Jack C. Plano dan Ray Olton, kepentingan nasional merupakan 

suatu konsep general yang menjadi kebutuhan esensial bagi suatu negara 

dalam melangsungkan bangsa, kemerdekaan, militer, dan kesejahteraan 

ekonomi di negaranya.
26

 Kepentingan nasional akan berkaitan erat dengan 

tujuan yang ingin dicapai mengenai tingkat keamanan dan kesejahteraan oleh 

suatu negara. 

Konsep kepentingan nasional akan menjadi faktor penentu bagi suatu 

negara untuk membuat kebijakan politik luar negeri akibat terbatasnya sumber 

daya nasional demi mewujudkan cita-cita tersebut. Sehingga negara terpaksa 

untuk mencari pemenuhan diluar dari batas negaranya.
27

 Teori ini akan sangat 

penting perannya dalam mengkaji isu atau permasalahan yang diangkat oleh 

penulis dalam penelitian ini. Dimana, kebijakan Renewable Energy Directive 

(RED) II membatasi dan mendiskriminasi kepentingan Indonesia sebagai salah 

satu pemasok Crude Palm Oil (CPO) yang akhirnya mengalami dampak yang 

nyata secara nasional terkait penerapan regulasi tersebut dalam melakukan 

                                                 
26

 Jack C. Plano dan Roy Olton, The International Dictionary, (terjemahan) Wawan Juanda, edisi 

ketiga, England: Clio Press Ltd, 1982, Hlm.7. 
27

 Tulus Warsito, Teori-Teori Politik Luar Negeri: Relevansi dan Keterbatasannya (Yogyakarta: 

Bigraf Publishing, 1998). Hlm. 29. 
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ekspor minyak sawit ke Uni Eropa. Teori ini akan membantu untuk menjawab 

rumusan permasalahan pertama dan ketiga di dalam tulisan ini, yang 

membahas mengenai bagaimana aspek perdagangan internasional yang 

berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor Crude Palm Oil Indonesia ke Uni 

Eropa serta bagaimana upaya penyelesaian terkait penolakan ekspor Crude 

Palm Oil baik dari sudut pandang kepentingan Indonesia maupun Uni Eropa 

selaku penerap kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II tersebut. 

 

b. Teori Perdagangan Internasional 

Menurut Schmitthoff, perdagangan internasional merupakan sekumpulan 

hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata, yang mana setiap negara 

akan memiliki hubungan serta jenis transaksi yang berbeda dan bersifat 

komersial.
28

 Sadono Sukirno pun menambahkan jika perdagangan internasional 

memiliki sejumlah kepentingan, seperti mendapatkan barang atau jasa yang 

tidak mampu diadakan sendiri sehingga setiap negara mampu memenuhi  

kebutuhan akan barang atau jasa tersebut. Selain itu pula, perdagangan 

internasional mampu menghasilkan keuntungan dari perluasan pasar dari 

produk atau jasa yang dihasilkan, serta memungkinkannya sebuah negara untuk 

mengetahui teknik memproduksi sesuatu secara efektif dan menggunakan 

sistem manajemen yang lebih maju.
29

 

Hal ini pun diperkuat dengan teori yang digagas oleh Eli Heckscher dan 

Bertil Ohlin yang meyakini jika perdagangan yang dilakukan secara bebas dan 

                                                 
28

 Serlika Aprita, Rio Adhitya. Hukum Perdagangan Internasional (Depok: Rajawali Pers, 2020). 

Hlm. 2. 
29

 Ibid., Hlm. 4. 
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luas antar negara demi penggunaan sumberdaya langka secara efisien dengan 

melakukan spesialisasi produksi sesuai dengan keunggulan komparatif yang 

dimilikinya.
30

 Berdasarkan uraian teori diatas, tentunya Indonesia memiliki 

keunggulan komparatif dari segi komoditas minyak sawitnya. Sehingga, 

perdagangan yang dilakukan antar negara dan dilakukan secara bebas demi 

keuntungan negaranya juga turut harus dilaksanakan termasuk ke daerah 

kawasan Uni Eropa. Teori ini akan membantu untuk menjawab rumusan 

permasalahan pertama, kedua, dan ketiga di dalam tulisan ini, yang membahas 

mengenai bagaimana aspek perdagangan internasional yang berkaitan dengan 

kegiatan ekspor dan impor Crude Palm Oil Indonesia ke Uni Eropa, alasan 

terjadinya penolakan ekspor Crude Palm Oil Indonesia serta bagaimana upaya 

penyelesaian terkait penolakan ekspor Crude Palm Oil  baik dari sudut 

pandang Indonesia maupun Uni Eropa selaku penerap kebijakan Renewable 

Energy Directive (RED) II berdasarkan perdagangan internasional. 

 

c. Teori Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup ialah segala benda dan 

kekuatan serta keadaan, termasuk manusia dengan perbuatan dan tingkah 

lakunya, mempengaruhi keberlangsungan hidup serta kemakmuran segala yang 

hidup lainnya.
31

 Dilain sisi, menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup 

                                                 
30

 Yusdja, Y. Tinjauan Teori Perdagangan Internasional dan Keunggulan Kooperatif. 2004. Hlm. 

126.   
31

 Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan,Buku I Umum (Jakarta: Binacipta, 1985), Hlm. 67 . 
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mampu didefinisikan sebagai dimensi yang diduduki suatu makhluk yang 

hidup bersama dengan makhluk hidup maupun benda mati didalamnya.
32

 

Syahrul Machmud pun menambahkan jika, pengelolaan lingkungan hidup 

adalah usaha untuk menjaga fungsi lingkungan yang meliputi kearifan 

penyusunan, pemanfaatan, penjagaan, pemulihan, pengendalian, dan 

pemulihan lingkungan hidup. Pengelolaan tersebut dilakukan berdasarkan 

dengan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat 

bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 

lingkungan hidup untuk mengembangkan orang-orang Indonesia sepenuhnya 

yang berima dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
33

 

Tak hanya pendapat para ahli diatas, Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup merupakan suatu upaya yang dilakukan demi melestarikan lingkungan 

hidup, mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 

pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum.
34

 

Menurut Lester R. Brown dan Elli Louka, seiring perkembangan zaman 

yang terjadi, berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi 

secara luas dan melintasi batas wilayah negara sehingga diperlukan kerjasama 

                                                 
32

 Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, (Jakarta: Djambatan, 1997), 

Hlm. 8. 
33

 Syahrul Machmud,  Hukum Lingkungan,  Edisi Revisi, Cetakan  III (Citra Bhakti : Bandung, 

2012), Hlm. 15. 
34

 Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : 

“..Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek 

lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan 

lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa 

kini dan generasi masa depan.” 
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internasional dalam menanggulanginya.
35

 Teori ini akan berperan penting 

dalam penelitian ini dikarenakan ujung permasalahan penolakan ekspor CPO 

Indonesia ke Uni Eropa adalah Indirect Land Use Change (ILUC) dari 

perkebunan kelapa sawit menimbulkan peningkatan produksi karbon di 

kawasan lahan basah dan lahan gambut yang berpengaruh pada emisi gas 

rumah kaca secara global. Sehingga, teori Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup akan menjadi landasan penting dalam pemberian solusi 

dari permasalahan yang terjadi. Teori ini akan membantu untuk menjawab 

rumusan permasalahan kedua dan ketiga di dalam tulisan ini, yang membahas 

mengenai alasan terjadinya penolakan ekspor Crude Palm Oil Indonesia ke 

Uni Eropa dan bagaimana upaya penyelesaian terkait penolakan ekspor Crude 

Palm Oil baik dari sudut pandang Indonesia maupun Uni Eropa selaku 

penerap kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II berdasarkan aspek 

pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. 

 

d. Teori Most Favoured Nation (MFN) 

Teori ini merupakan salah satu teori paling mendasar yang terdapat 

dalam Pasal 1 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Teori 

Most Favoured Nation (MFN) menyatakan bahwasannya, semua proses 

perdagangan internasional serta kebijakan terkait hal tersebut haruslah 

berdasarkan asas non-diskriminatif.
36

 Dengan kata lain, seluruh negara yang 

                                                 
35

 Wijoyo, S. Hukum Lingkungan Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2017. Hlm. 5. 
36

 Pasal 1 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 : 

"Sehubungan dengan bea cukai dan biaya dalam bentuk apa pun yang dikenakan pada atau 

sehubungan dengan impor atau ekspor atau dikenakan pada transfer pembayaran internasional 

untuk impor atau ekspor, dan sehubungan dengan metode memungut bea dan biaya tersebut, dan 

sehubungan dengan semua aturan dan formalitas sehubungan dengan impor dan ekspor,  dan 
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meratifikasi GATT haruslah memperlakukan negara lain atau sebuah produk 

dengan sama, termasuk pula mengenai aturan ekspor dan impor serta 

pemberlakuan tarifnya.
37

 Sehingga berdasarkan teori ini, pemberlakuan 

kebijakan RED II yang membatasi dan mendiskriminasi kegiatan ekspor CPO 

Indonesia tentunya menjadi permasalahan dari pencederaan teori non-

diskriminasi itu sendiri. Teori ini akan membantu untuk menjawab rumusan 

permasalahan kedua dan ketiga di dalam tulisan ini, yang membahas mengenai 

alasan terjadinya penolakan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa dan 

bagaimana upaya penyelesaian terkait penolakan ekspor Crude Palm Oil baik 

dari sudut pandang Indonesia maupun Uni Eropa selaku penerap kebijakan 

Renewable Energy Directive (RED) II berdasarkan teori Most Favoured 

Nation (MFN). 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. 

Yang mana dalam penelitian ini penulis melakukan peninjauan berdasarkan 

sumber hukum primer, sekunder, dan juga tersier.
38

 Mampu dikatakan, objek 

dari penelitian ini akan meliputi aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, 

penerapan asas-asas hukum, putusan pengadilan, doktrin-doktrin, serta 

peninjauan sumber hukum sekunder dan tersier yang mampu didapatkan 

                                                                                                                                      
sehubungan dengan semua hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 4 Pasal III,* setiap 

keuntungan, bantuan, hak istimewa, atau kekebalan yang diberikan oleh pihak mana pun dalam 

kontrak terhadap produk apa pun yang berasal dari atau ditujukan untuk negara lain mana pun 

harus diberikan segera dan tanpa syarat untuk produk serupa yang berasal dari atau ditujukan 

untuk wilayah semua pihak lain dalam kontrak..." 
37

 Olivier Long. Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System. (Martinus 

Nijhoff Publishers, 1987), Hlm. 101. 
38

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian (UI Press: Jakarta, 2008). Hlm. 12. 
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melalui buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, jurnal, maupun artikel yang 

mengangkat tema serta permasalahan yang serupa dengan apa yang penulis 

tuangkan dalam tulisannya.
39

 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk 

mengkaji, membahas, membedah, dan menganalisis berbagai regulasi dan 

peraturan perundang-undangan terkait dengan isu atau permasalahan hukum 

yang sedang diselesaikan.
40

 Sehingga penulis akan mencermati peraturan 

perundang-undangan serta pasal-pasal ataupun ayat yang dikaitkan dengan 

isu hukum yang sedang dibahas. 

 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk 

mempelajari doktrin-doktrin maupun pandangan-pandangan umum yang 

berkembang di dalam hukum.
41

 Melalui pendekatan ini, diharapkan 

pandangan ataupun doktrin tersebut akan mampu menciptakan pengertian 

hukum, asas, serta konsep hukum yang berkorelasi dan berkaitan dengan isu 

hukum yang dibahas.
42

 

                                                 
39

 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (UNPAM Press : Pamulang, 2018). Hlm. 15. 
40

 Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm. 92. 
41

 Ibid. 
42

 Ibid, Hlm. 94. 
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c. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach) 

Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk 

mempelajari serta mencermati perbandingan antara hukum yang ada disuatu 

negara dengan negara lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ada.
43

 

 

3. Bahan-Bahan Hukum 

Adapun bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah setiap dokumen atau bahan hukum yang 

memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
44

 Bahan hukum ini pada dasarnya 

memiliki sifat yang mengikat dikarenakan oleh adanya suatu penerbitan resmi 

yang dilakukan oleh pemerintah dan didapatkan langsung dari regulasi atau 

peraturan perundang-undangan terkait. Di Dalam penelitian ini, bahan hukum 

primer akan meliputi: 

a. Marrakesh Agreement Establishing of The World Trade Organization 

(WTO) 1995; 

b. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994; 

c. Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT); 

d. Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM); 

                                                 
43

 C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20 (Bandung: 

Penerbitan Alumni, 2006), Hlm. 39. 
44

 Bambang Sunggono,  Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2011). 

Hlm. 113. 
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e. Paris Agreement on Climate Change following the 21
st
 Conference of the 

Parties to the United Nations Framework Convention on Climate 

Change; 

f. Commission Delegated Regulation (EU) 2019/807 of 31 March 2019 

Supplementing Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament 

and of The Council as Regards The Determination of High Indirect 

Land-Use Change-Risk Feedstock for Which A Significant Expansion of 

The Production Area Into Land With High Carbon Stock is Observed and 

The Certification of Low Indirect Land-Use Change-Risk Biofuels, 

Bioliquids and Biomass Fuels; 

g. Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the 

Council of 11 December 2018 on The Promotion of The Use of Energy 

from Renewable Sources – Recast to 2030 (RED II); 

h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang 

Pengesahan Agreement Establishing of The World Trade Organization 

(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia); 

i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang 

Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing 

of The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan 

Marrakesh Tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Internasional); 

j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 

k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 

Kehutanan; 
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l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang 

Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;  

n. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang 

Perkebunan; 

o. Peraturan Menteri Pertanian No.38 Tahun 2020 Tentang 

Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia - 

Sistem Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO); dan 

p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 

Kehutanan. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah sekumpulan bahan atau dokumen hukum 

yang memberikan penjelasan lebih terkait bahan hukum primer berdasarkan 

buku, hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan ahli hukum, atau doktrin.
45

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier adalah seluruh bahan hukum yang memberikan 

penjelasan maupun petunjuk, serta pengertian lebih dari bahan hukum primer 

dan sekunder, contohnya seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), ensiklopedia, maupun informasi hasil penelusuran dari 

internet serta media massa.
46

  

 

 

                                                 
45

 Soerjono Soekanto, Op.Cit., Hlm. 12. 
46

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Hlm. 52. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Pada penelitian ini, dalam rangka mengumpulkan bahan untuk 

penelitian, penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan (Library 

Research) dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, 

dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, 

konvensi internasional, doktrin, kebiasaan-kebiasaan hukum internasional, 

makalah, dokumen resmi, laman internet kredibel, dan hasil penelitian 

lainnya.
47

 

 

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

Untuk mampu menarik hasil dan kesimpulan dari permasalahan atau isu 

yang diangkat, maka seluruh sumber hukum, baik primer, sekunder, maupun 

tersier akan diolah dan dianalisis. Adapun teknik analisis bahan penelitian 

yang digunakan adalah analisis kualitatif yang mendeskripsikan hasil 

penelitian dengan menggunakan penjelasan dan uraian kalimat yang logis, 

efektif, mudah dicerna, dan dipahami sehingga mampu diinterpretasikan 

lewat kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus untuk pokok permasalahan 

yang sedang diteliti.
48

  

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan akan memberikan hasil akhir 

berupa kesimpulan yang akan ditarik menggunakan penalaran secara 

deskriptif kualitatif, yaitu  suatu proses berpikir yang diartikan atau 

                                                 
47

 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, 2014), Hlm. 32. 
48

 Sulistyo Basuki, Sukardi, Metode Penelitian (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006). Hlm. 68. 
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digambarkan secara sistematis berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam 

penulisan penelitian dan disatupadukan dengan kata-kata.
49

 Lalu, dalam 

penarikan kesimpulan, penulis juga melakukan penarikan secara deduktif 

yang mana akan ditarik suatu kesimpulan dari kalimat umum dan diakhiri 

dengan kesimpulan khusus.
50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49

 Amirudin dan Zainal Asikin, Op.Cit., Hlm. 32. 
50
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